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Evaluasi Program Kemiskinan dan KeGmpangan

Jakarta, Pelita

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) akan mengevaluasi berbagai pro-
gram yang ditujukan untuk mengurangi tingkat
kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

“Jadi sekarang kan sudah
banyak anggaran yang katanya
diarahkan untuk mengatasi ke-
miskinan. Kami ingin tahu se-
berapa efektifnya program atau
anggaran tersebut membantu
mengurangi kemiskinan di In-
donesia sekaligus menguran-
gl ketimpangan,” kata Kepala
Bappenas Bambang Brodjone-
goro usai sertijab di Jakarta,
Kamis (28/7), seperti ciberita-
kan Antara,

Menurutnya, pemerintah ha-
rus melakukan intervensi se-
cara agresif untuk mengatasi
masalah kemiskinan dan ke-
timpangan. Oleh karena itu,
peran program serta anggaran-
nya sangat menentukan.

‘Yang pasti kami akan evalu-
asi dulu dampek dari program
yang sudah ada karena pro-
gram yang sudah ada kan ber-
macam-macam, ada PKH (pro-
gram keluarga harapan), ban-
tuan untuk siswa miskin, ban-
tuan asuransi kesehatan, sub-

sidi listrik, subsici pupuk, dan
sebenarnya plus bansos-hansos
itu,” jelasnya.

la menginginkan, segala
macam benfuk program bantu-
an atau dukungan kepada ma-
syarakat, benar-benar tepat sa-
saran dan dirasakan oleh ma-
syarakat. “Jangan nanti sudah
keluar duit banyak, tapi ke-
miskinannya hanya turun se-
dikit, ketimpangannya tidak
berkurang banyak,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (3PS)
melaporkan penduduk miskin
per Maret 2016 sehesar 10,86
persen dari total populasi, atau
sebanyak 28,01 juta orang,
Angka kemiskinan turun diban-
dlngkAn Maret 2015 yang men-
capai 11,22 persen, atau sebe-
nyak 28,59 juta orang, Diban-
dinglan September 2015, juga
terjadi penufunan. Angka ke-
miskinan September 2015 yai-
tu 11,13 pers,en atau \28 51
juta orang, )‘

Sementara ﬁu mdeks ra-

$io gini Indonesia atau tingkat
ketimpangan pengeluaran pen-
duduk di Indonesia per Sep-
tember 2015 mencapai 0,40.
Rasio gini tersebut turun 0,01
poin dibandingkan dengan Ma-
ret 2015 sebesar 0,41, Dalam
sepuluh tahun terakhir rasio
gini meningkat dari 0,33 per-
sen menjadi 041 persen.

Sementara itu, Menteri Ke-
vangan Sri Mulyani Indrawati
diharapkan mampu mengambil
kebijakan optimalisasi sumber
pendapatan negara sehingga ti-
dak bergantung pada pendapa-
tan pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI
Heri Gunawan menjelaskan,
masuknya S1i Mulyani dalam
kabinet diharapkan mampu
menggali sumber-sumber haru
penerimaan negara selain pa-
jak. Ini vjian bagi 8ri Mulyani
dalam mengelola kebijakan fis-
kal agar pertumbuhan ekono-
mi, pengentasan kemiskinan,
dan penciptaan lapangan kerja
baru mencapai targetnya.

‘Dengan masuknya Sti Mu-
lyani dengan segala kapasi-
tas dan jaringannya, semo-
ga bisa meningkatkan kepr-
cayaan publik, terutama dunia
usaha. Dalam jangka pendek
pekerjaan rumah yang diberes-

kan adalah suksesnya UU Tax
Anmnesty untuk menggerakkan
program-program prioritas se-
perti pembangunan infrastruk-
tur,” katanya.

Sedangkan dalam jangka
panjang perlu ada reformasi
arsitektur keuangan nasional
yang kuat untuk merespon tan-
tangan kelesuan ekonomi yang
sedang dihadapi.

Mengeai defisit APBN yang

;makin melebar, dibutuhkan

sosok menteri yang tidak saja
mengerti persoalan teknis, tapi
juga leadership dan jaringan
yang mumpuni.

‘Kita akan lihat dalam be-
herapa waktu ke depan. Dalam
walktu dekat, itu mestu tergam-
bar dalam rancangan RAPBN
2017 yang akan datang,” kat-
anya, [ajuga berharap seluruh
kebijakan arsitektur keuangan
nasional berjalan mulus. Dan
itu butuh integritas yang kuat.

Diharapkan mampu

Tim ekonomi yang baru ha-
sil perombakan Kabinet Ker-
ja oleh Presiden Joko Wido-
do diharapkan dapat menga-
tasi permasalahan angka ke-
miskinan serta ketimpangan
tingkat pendapatan yang dini-
lai dapat mengganggu stahili-
tas nasional.

“Hampir dua tahun terakhir
ini, strategi pembangunan eko-
nomi lebih memihak pada ka-
langan pengusaha, tapi kurang
memihak kalangan dhuafa,’
kata Presiden PKS Sohibul
Iman. Diharapkan tim ekono-
mi baru hasil perombakan ka-
bient ini juga dapat lebih bersi-
kap adil dalam membuat kebi-
jakan, terutama bagi kalangan
warga miskin.

Untuk itu, Presiden Jokowi
dan tim ekonominya juga di-
harapkan untuk tidak lagi me-
nambah utang negara serta
konsisten memberi suku bunga
yang kompetitif bagi UMKM.

Menteri Kevangan yang baru
dilantik Sri Mulyani Indrawa-
ti mengatakan pelaksanaan
instrumen kebijakan fiskal di
masa mendatang harus ber-
manfaat untuk mengentaskan
kemiskinan dan pemerataan -
kesejahteraan masyarakat.

‘Presiden sudah menyam-
paikan tugas dari instrumen
ini untuk memerangi kemiski-
nan, mengurangi kesenjangan,
menciptakan kesempatan ker-
Ja dan mengemban kepercaya-
an publik secara umum mau-
pun pelaku usaha, agar men-
jadi motor penggerak ekonomi
vang efisien,” kata Sri. (iz)
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